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MENENGAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektifitas
pelaksanaan  urusan yang  menjadi | Kewenangan
Pemerintah Draerah Kabupaten Kendal dengan
diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaien Kendal
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kendal maka perlu dilakukan penyesuaian keiembagaan
Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan i
bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah:;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebapgaimana dimiksudd
huruf a, perlu menétapkan Peraturan Bupati tentang
Redudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Rerja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengaly Kabupaten Kendal;

Undang-Undang: Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propins: Djawa Tengah scbagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat [l Batang dengan
mengubah  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daecrah-dacrah RKabupaien Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 32, Tambohan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757),
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republilk
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 13 dari hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah [stimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
perluasan Kotamadya Daerah Tingkat I Semarang
{Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5887) sebapaimana elah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntah
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomer 11 Tahun 2017 lentang
Manajemen Pegawali Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Feraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
223);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 entang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah  Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
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10. Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
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2016  tentang Urusan Pemerintahan vang Menjadi
Kewenangan Pemernintah Daerabh Kabupaten kendal
(Lembaran Darrah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomaor
b Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten
Kendal Nomor 157);

Peraturan Dacrah habupaten Kendal Nomor & Tahun
2016 tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkal
Daerah Kabupaten Kendal Lembaran Dacrah Kabupaten
Kendal Tahun 2016  Nomor & Seri D No.l, Tambahan
Lembaran Daerah kabupaten Kendal Nomor 1549)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daefah Kabupaten Kendal Nomor |3 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dacrah
kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan  dan Susunan  Peranpgkat  Daerah
kabupaten Kendal (Lembaran Daersh Kabupaten Kendal
Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
kabupaten Kendal Nomor 219),

MEMUTUSKAN :

FERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANIBASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERAS|I DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KENDAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pazal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal

2. Pemenntah Daerah adalabh Bupati sebagai  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom,

3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Hendal,

9, Dinas Perdagangan, hoperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah yang sclamjuinya disebut Dinas adulah Dinas
Perdagangen, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengih
Rabupaten Kendal.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan,
Roperasi dan Usaha Keril dan Menengah Kabupaten
Kendal.
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11.
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(1)

(2)

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN
adalah profesi bagi pegawai negen sipil dan pegawal
pemerintzh dengan perjanjian kerjm yang beckerja pada
instansi pemerintah.

. Pegawai Negeri Sipil yang selanjuinya disebut PNS

adalah Pegawei yang telah memenuhi syaral yang
ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam satu jabatan negeri atau diserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaloa.

_ Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga
dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai
kelompok sesuai dengan keahliannya,

auyb Koordinator adalah PNS yanp dibenkan tugas
antuk membantu Kepals Bagian/Kepala Bidang/
Sekretaris/ Koordinator dalam menyusun perencanaan,
pelaksanasn dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya
sesuai lingkup tugas dan fungsinya dan ditunjuk oleh
Kepala Perangkat Daerah.

Pelaksana Senior adalah PNS yang memiliki senioritas
dari aspck kepangkatan dan mempunyai kompetens
untuk ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk
diberikan  tugas  membantu Sekretaris/ Kepala
Bidang/Kepala Bagian/Koeordinator pada unit kerjanya
dalam menyusun perencanean, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan  dan cvaluasi, serta
pelaporan kegiatan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB 1l
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2
Dinas merupakan unsur  pelaksana  urusan
pemerintehan di bidang perdagangan, koperasi, usaha

mikro, kecil dan mencngah, serta cnergi dan sumber
daya mineral yang menjadi kewenangan Daerafl.

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.



Bagian Kedua
Tugas
Pasat 3

Dinas mempunyail tugas mermbantu Bupau melaksanakan
urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha
mikro kecil dan menengah, serta energl dun sumber daya
mineral vang menjad] Kewenangan dan tugas pembantuin
vang diberikan kepada Daerah.

Bagian Kectiga
Fungs:
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:

.

perumusan kebijakan di bidang perdagangan, koperasi,
usaha mikro kecil dan menengsh serta energl dan
sumber daya minecral;

pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
perdagangan,  koperasi, usahs  mikro  kecil  dan
menengah serta energl dan sumber daya mincral;

pembinasn, pengawasan, dan pengendalian kebijakan
di hidang perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan
menengah serta energl dan sumber daya mineral;
pengelolaan  dan  fasilitasi  kegiatan o bedang
perdagangan, koperasi, usaha mikro  kecill  dan
menengeh serta energi dan sumber daya mineral;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
perdaganegan, koperasi, usaha mikro keail  dan
menengah serta energi dan sumber daya minerak;
pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perdagangan,
koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta energi
dan sumber dayva mineral; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lamn vang diberikan oleh
Bupati di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro

kecil dan menengan serta energi dan sumber dava
mineral,

BAE [l
QUSTINAN ORGANISAS]
Pasal 5

[1} Susunan Organisasi Dinas terdin dark:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

¢. Bidang Perdagangan;

d. Bidang Koperasi

¢, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

g. HKelompok Jabatan Fungsional.



(2} Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam

Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisghkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 6

Untuk melaksanaken tugas dan fungsi sebagaimana
dimeksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kcpala Dinas
sebagiamana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1] hurul a,
mempunyai rincian tagas

B

merumuskan dan menetapkan rencana dan program
kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan  hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizental guna
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan
bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan
menengnah serta energi dan sumber daya mineral di
Daecrah sesuai peraturan perundang-undangan sehagal
pedoman pelaksanaan tugas;

menelaah dan  mengkaji  peraturan  perundang-
undangan di bidang perdagangan, koperasi, usaha
mikro kecil dan menengah serta energi dan sumber
daya mineral sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang perdagangan, koperasi,
usaha mikro kecil dan menengah serta energi dan
sumber daya mineral sesuai pcraturan perundang-
undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang
telah ditetapkan;

menvelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan
inovasi di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro
kecil dan menengah serta energi dan sumber daya
mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan guna peningkatan kualitas kerja;

menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam
penyelenggaraan  kegiatan di  bidang perdagangan,
koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta energ

5
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dan sumber daya mineral agar diperoleh hasil yang
pptirnal;

menvelenggarakan pengawasan dan pengendalian  di
bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan
menengah serta energi dan sumber daya wmineral
peraturan perundang-undangan,

menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif
di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan
menengah serta energi dan sumber daya mineral sesuai
peraturan perundang-undangan;

menyelenggarakan kegiatan di bidang perdagangan,
koperasi, usaha mikro kecil dan menengah seria Energl
dan sumber daya mineral sesuai program dan kebijakan
vang tclah ditetapkan;

mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan
sistemn  pertukaran informasi dengan instansi
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota  yang menangani  perdagangan,
koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta criergl
dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

_ menandatangani dan menerbitkan  perizinan dan

nonperizinan berdasarkan pendelegasian  wewenang

vang diberikan oleh Bupati sesual  peraturan
perundang-undangan;

. memfasilitasi pelayanan  pengaduan  di bidang

perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan
menengah serta energl dan sumber daya mineral dan
merumuskan upava pemecahan masalah terhadap
pengaduan yang digjulan;

mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan
data di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro
keecil dan menengah serta energi dan sumber daya
mineral agar diperoleh efektifitas dan  efisiensi
pelaksanaan kegiatan;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara
mengukur pencapaian program  kerja yang Lelak
disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan
kebijakan tindak lanjut;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik
lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan
transparansi;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karnr,
pemberian penghargaan dan sanksi;

menvampaikan saran dan  pertumbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

&
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melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

Selkretariat Dinas schagimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1} huruf b, dipimpin oleh Sckretaris yang
berkedudikan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Sekretaris  sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melaksanakan schagian tugas Kepala
Dinas dalam perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di
bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum,
kepegawaian, dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2], Sekretaris mempunyai fungsi :

A. perumusan kebijakan teknis di bidang
kesekretariatan;

b. pengoordinasian  dan pelaksanaan  keglatan
kesckretanatan;

¢. pembingan, pengawasan, dan  pen gendalian
kepiatan kesekretariatan;

d. pengelolasn dan [asilitasi kegiatan kesekretariatan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegatan
kesekretariatan; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanaken tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Dinas
mempunyal rincian tugas |

a. menyusun rencana dan  program  kegatan
Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan Labun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b, menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalaban dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektil dan efisien;

¢. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan  baik
gecarg lisan maupun  tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas,

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait bailk vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta

9]



dalam rangka sinkronisasi dan harmonisas
pelaksanaan tugas,

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menylapkan konscp kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas vyang berkaitan dengan kegiatan
perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem miormast,
kouangan, administrasi umum, kepegawaian dan
fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana
Kegiatan dan  Anggaran  [RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anpgaran (DPA} serta perubahan
anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran
vang ditetapkan;

. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja
[PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sEs0al
dengan ketentuan yang berlaku;

mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati [LKPJ},
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  (LKjIP),
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKFPD),
Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  (SPIP),
Pengendalian Operasional Kegiatan [POK) dan jenis
pelaporan lainnya sesual dengan Ketentuan Vang
berlaku;

mengelola sistem informasi dan data Dinas SESLA
dengan kctentuan yang berlaku agar diperaleh
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;

. menyelenggarakan pelayanan adminisirasi umum,

kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan,
kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan,
dokumentasi, perlengkapan / perbekalan,

pengamanan kantor, kebersihan dan periamanan,
pengelolaan aset tetap dan asct tidak tetap, serta
fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan
tamu Dinas;

mengeordinasikan rencana dan proses pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,
budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar
pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan
pegawai Dinas;
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n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian fungsi-fungsi manajemer administrasi
perkantoran agar terwujud pelayanan prima;

0. melaksanakan permantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanmjust;

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan penlaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
atusan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan
kebijakan berikutnya;

. menyampaikan saran dan pertimbangan Kepada

atasar baik lisan maupun tertulis berdasarkan

kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar
dan optimal serts untuk menghindari
penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan

sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

o

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian scbagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf
a dan huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragral |
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Pasal 9

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada pasal B ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas melaksanakan sebagian  tugas
Sekretaris  dalam penyiapan bahan  perumusan
kebijakan  teknis, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi
kepiatan di bidang perencanaarn, monitoring, cvaluasi,
pelaporan, sistem informasi Dinas, dan administrasi
keuangan.

(2] Untul melaksanakan tugas gehagaimana dimaksud
pada ayat {1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan mempunyai rincian tugas



menyusun rencana dan  program  kegatan
Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun schelumnya sebagal pedoman
pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalu pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efekrif dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan bhaik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tigas,

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelagh dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual
lingkup tugesnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan
usulan program kegiatan dari masing-masing selsil,
subbagian dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTDY)
sesuai dengan ketentuan yang berlaku  guna
menghindari kesalahan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana
Kegiatan dan  Anggaran (RKA),  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan
anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran
vang ditetapkan;

menylapkan bahan dan menyusun konsep Hencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah [EPJMDY,
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja [Renjal,
Indikator Kinerja Utama (IKLU), Perjanjian Kinerja
{PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya SESUEL
dengan ketentuan yang berlaku;

menyusun konsep Standar Operasional Prosedur
(SOP) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta
menghimpun dan mendokumentasi S0P  yang
disusun oleh masing-masing bidang dan UPTD;

menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak
lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

menghimpun dan meneliti laporan perkembangan
tingkat realisasi pclaksanaan kegiatan dari masing-
masing subbagian, seksi dan UPTD sebagal bahan

5



penyusunan laporan Pengendalian  Operasional
Kegiatan [POK);

. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati [LKPJ),
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  [LKjIF),
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPDY,
Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (SPIF) dan
jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

. melaksanakan koordinasi, pembinaan,
pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang
sistem informasi dinas,;

menyiapkan bahan dan sarana adminigtrasi
keuangan dalam rangka pencairan anggaran,
pengelolaan, pembulkuan, dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan;

menghimpun dan memproses usulan pencairan
anggaran baik di lingkungan Sekretariat, Bidang,
dan UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku;

menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses
administrasi keuangan melalui  aplikasi  sistem
informasi  untuk pengelolaan keuangan daerah
sesual dengan peraturan perundang-undangan,

menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan
himbingan teknis di bidang keuangan kepada
pejabat pengelola keuangan dan bendahara di
lingkungan Dinas;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi
penyerapan anggaran dengan cara membandingkan
laporan perkembangan realizasi belanja dengan
rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya,;

melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen
pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan
kegiatan guna menghindari kesalahan seria
memberikan koreksi penyempurnaan;

. menyiapkan bahan dan menyusun laporan
pertanggungiawaban keuangan Dinas seria jenis
pelaporan keuangan lainnya,

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
Sub Bagian Perencanaan dan Kkeuangan dengan
cara mengukur pencapaian program kerja yang
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan
tindak lanjut;

. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilalku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi,

menyusun laporan pelaksanaan keglatan kepads
pimpinan  sebagai  wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan keglatan, é



y. menyampaikan saran dan pertumbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

7. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
Paragrafl 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 10

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawman

(#

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayal (1] huruf b,
mempunyai  tugas melaksanakan sebagian tugas
Sekretaris  dalam  penyiapan bahan  perumusan
kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian,
pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang
administrasi umum, ketatalaksanaan, Kehumasan,
perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan,
pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan
analisis jabatan dan budaya kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana  dan  program  kegiatan
Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan cfektif dan efisien;

¢, membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan bak
sccara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

a. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuail lingkup tugasnya scbhagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

g, melaksanakan layanan kegiatan surat menyural,
perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan,
dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, 8eérta
pengelolaan aset tctap dan aset tidak tetap,;

&



14

memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey
kepuasan masyarakat, standar pelayanan serts
pengusulan formasi  kebutuhan pegawai Dinas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

merencanakan, memproses dan  melaporkan
pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas
gserta mengusulkan penghapusan asel 1e£1ap, ascl
tidak tetap, asct tidak berwujud dan barang
persediaan sesuai dengan pecraturan perundang-
undangan;

melaksanakan koordinasi denpan unit kerja yang
melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik ({LPSE)
Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa
Dinas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan penatausahaan, inventarizasi, dan
pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk
tertib administrasi serta melakukan pengawasan,
pengendalian, pemeliharaan asel tetap dan aset
tidak tetap agar dapat digunakan optimal;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang
kepegawaian secara rutin dan  berkala  serta
memelihara  file/dokumen kepegawaian  seluruh
pegawai Dinas guna terciptanya tertib adminisirasi
kepegawaian;

. menylapkan bahan dan memproses usulan
kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala,
pemberhentian/ pensiun, pembuatan kartu
suami/isteri, tabunpan asuransi pensiun (taspen),
pengiriman  peserta  pendidikan  dan pelatihan
(diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan
kepegawaian lainnysa;

melaksanakan urusan rumah tanggd  serta
menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler
dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan
kunjungan tamu Dinas;

mengpordinasikan keglatan pengamanan kantor,
kebersihan, dan  pertamanan  agar  tercipia
lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan
NYyAaman,

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (3OP) kegiatan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak

larjut
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(1]

(&

(3]

(%)

r. mengevaluasi dan menilal prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku
kerja sesual ketentuan dalam ranghka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi

& menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada

pimpinan  scbagai  wujud akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

t, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar scria untuk
menghindari penyimpangan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain darl pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bagian Ketiga
Bidang Perdagangan
Pasal 11

Bidang Perdagangan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf ¢, dipimpin oleh Kepala Bidang
vang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan
kebijakan  teknis, pengoordinasian,  pembinaar,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi,
evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perdagangan
serta cnergi dan sumber daya mineral.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2], Bidang Perdagangan mempunyal fungsi :

a, perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan
serta energi dan sumber daya mineral;

b. pengoordinasian dan  pelaksanaan  kegiatan
perdagangan serta energi dan sumber daya mineral;

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
kegiatan perdagangan serta encrgl dan sumber daya
mineral;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan perdagangan
serta energi dan sumber daya mineral;

e, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  keglatan

perdagangan serta energi dan sumber daya mineral;
dan

. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas di hidang perdagangan scria
energi dan sumber daya mineral.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3], Kepala Bidang
Perdagangan mempunyal rincian tugas |

d
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menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
Perdagangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebapai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkapan
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efekrl dan efisien:

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik
secara lizan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, seria
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisass
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kcgiatan;

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan
pengembangan, distribusi dan sarana prasarana
perdagangan, pengelolaan pasar, dan pengawasan
kemetrologian, dan energi sumber daya mineral,

menyiapken konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas wang berkaitan dengan kegiatan

perdagangan;

mengoordinasikan sosialisasi, pengawasan dan
evaluasi  terhadap  implementasi peraturan
perundang-undangan di bidang perdagangan;

menyiapkan rekomendasi  perizinan  di  bidang
perdagangan dan air tanah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

mengarahkan pelaksanaan bimbingan teknis bidang
pengadaan dan distribusi perdagangan;

mengarahkan pelaksanaan  [asilitasi Kegiatan
pengawasan, pengendalian  leknis, bimbingan,
penyuluhan, pelatihan, bantuan teknis,
memberikan informasi dan promesi di bidang energ
dan sumber daya mineral,

melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Perdagangan dengan
cara mengukur pencapaian program kerja yang
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan
tindak lanjut;

. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
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n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan,

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan

kajian agar Kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
scsuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pas=al 12

(1) Susunan Organisasi Bidang Perdagangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hurul ¢, terdin atas
kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas tiga sub
koordinator.

(2] Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayvat (1},
terdiri atas:

a. Sub Koordinator Pengembangan, Promosi dan
Distribusi Perdagangan;

b, Sub Koordinator Pengelolaan Pasar; dan

c. Sub Koordinator Pengawasan, Kemetrologian, dan
Energi Sumber Dayva Mineral.

(3] Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala
Bidang Perdagangan.

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [l yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagilan Keempat
Bidang Kopcrasi
Pasal 13

(1) Bidang Koperasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf d, dipimpin olch Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(2] Kepala Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis,
pengeordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, [asilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang Koperasi.

(3) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bidang Koperasi mempunyat fungs:

a, perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi;
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pengoordinasian  dan  pelaksanaan kKegiatan b
bidang koperasi;

pembinaan,  pengawasan, dan pengendalian
kegiatan di bidang koperasi;

pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang
koperasi;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegatan di
bidang ltoperasi; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas di bidang koperasi,

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang
Koperasi mempunyai rincian tugas :

B

menvusun rencana dan program kegatan Bidang
Koperasi berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya scbagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
apar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serla
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan URES;

menelagh dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanalkan kegiatan;

menviapkan konsecp kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas vang berkaitan dengan kegiatan
kelembagaan dan wusaha koperasi, pengawasan
koperasi, fasilitas dan kemitraan koperasi;

menyiapkan rekemendasi perizinan  di bidang
koperasi sesuai peraturan perundang-undangan;

mengoordinasikan  dan  melaksanakan  [fasilitas
pembinaan dan pengelolaan koperasi berdasarkan
pedoman yang ditetapkan pemerintah;

mengusilkan calon penerima penghargaan koperasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan inovasi dan mendayagunakan
teknologi informasi untuk pengembangan
perkoperasian berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi

6



dengan cara mengukur pencapaian program kerja
yvang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan bindak lanjut;

|. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran Kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam ranghka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

m, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan,

n. menvampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

o, melaksanakan tugas kedinasan lain dar pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Bidang Koperasi sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huraf d, terdiri atas
kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas tiga sub
koordinator,

(2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:

a. Sub Koordinator Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
b. Sub Koordinator Pengawasan Koperasi; dan
c. Sub Koordinator Fasilitasi dan Kemitraan Koperasi.

(3} Sub koordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (2],
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala
Bidang Koperasi.

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayal (2]
mempunyai tugas scbagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidek terpisahkan
dari Peraturan Bupad ini.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
Pasal 15

(1) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sebagiaman
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hurufl ¢, dipimpin oleh
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

(2} Kepala Bidang  Pemberdaysan  Usaha  Mikro
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyal tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam
perumusan  kebijakan  teknis,  pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,

6
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(4]

2

fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
usaha mikro.

Untuk melaksanakan tugas scbhagaimana dimaksud
pada avat (2), Bidang Pemberdaysan Usaha Mikro
mempunyai fungsi |

d.
b.

perumusan kebijakan teknis di bidang usaha mikro;

pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan usaha
mikro;

pembinaan, pengawasan, dan  pengendalian
kegiatan usaha mikro;

pengelolaan dan fasilitasi kegiatan usaha mikro;

pelaksanaan cvaluasi dan pelaporan kegiatan usaha
mikro; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas di bidang usaha mikro,

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3}, Kepala Bidang
Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai rincian tugas

El.

menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
Pemberdayaan Usaha Mikro berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagal pedoman pelaksansan
tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalul pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinva serta memberikan arahan baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelagsh dan mengkaji peraturan perundang
undangan sesuai lingkup lugasnya scbagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
menyiapkan konsep kebijakan Kepaia Binas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan
pengembangan, perlindungan, pendampingan dan
fasilitasi kemitraan usaha mikro,

mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan
teknis terhadap wusaha mikro sesual pedoman,
peraturan perundang-undangan dan kebijakan vang
ditetapkan atasan,;

o)



h. menyviapkan rekomendasi perizinan dan kegiatan
usaha mikro sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

i. menyusun petunjuk teknis dan  petunjuk
pelaksanaan di bidang usaha mikro sesuar dengan
peraturan perundang-undangan;

j. mengoordinasikan dan  memantau  kegiatan
pengembangan,  perlindungan, fasilitasi, dan
kemitraan bidang usaha mikro;

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi

pclaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha

Mikro dengan cara mengulkur pencapalan program

kerja vang telah disusun untuk bahan laporan dan

kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku

kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi,

m. menyusun laporan pelaksansan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

n. menvampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kkajian agar kegiatan berjalan lancar scrta untuk
menghindari penyimpangan; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pazal 16

(1) Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat [} huruf &,
terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang terbag
atas tiga sub koordinator.

(2} Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
terdiri atas:

g, Sub Koordinator Pengembangan Usaha Mikro;
b. Sub Koordinator Perlindungan Usaha Mikro; dan

c. Sub Koordinator Fasilitasi dan Kemitraan Usaha
Mikro.

(3] Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayal (2},
hertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran |l yang merupakan bagian tidak lerpisahkan
dari Peraturan Bupati ini. 5
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BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Eag;ian Eezntn

Umum
Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas
ditetapkan scsuai dengan kebutuhan dan mempunyai
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu sesuai peraturan perundang-
undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah
dan bertanpgung jawab secara langsung kepada Kepala
Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas
Jabatan Fungsional,

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dar sejumlah
Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan jenjang
keahlian.

Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban
kerja.

Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1] sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedus
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pasal 18

Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas
berkaitan dengan  pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertenfu,

Selain melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana
dimaksud pada avat (1) Pecjabat Fungsional dapai
diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator

yvang dalam menjalankan tugasnya bekerja sccara
individu dan/atau tim kerja.

Pasal 19

Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugasnva
secara individu dan/atau berkelompok, _



(2) Pelaksanaan fungsi dan tugas secara berkelompok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
membentuk Tim Kerja,

(3} Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapal
berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagal
latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat
Daerah tersebut atau dari luar Perangkat Daerah.

(4] Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ()
berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

(5) Pembentukan Tim Kerja scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Dacrah.

Pas=al 20

(1) Pejabat Fungsional melaporkan pelaksanaan fungsi dan
tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit
organisasi.

(2) Pimpinan unit keria sewaktu-waktu berwenang untuk
meminta laporan kepada pejabat fungsional dan/atau
Ketua Tim di lingkungan unit kerjanya.

BAB VI
TATA KERJA

Pagal 21

(1} Kepala Dinas dalam melaksanakan  lugasnya
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang
undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sctiap pimpinan unit
organisasi dan keclompok jabatan [lungsional wajib
menerapkan  prinsip  koordinasi, integrasi  dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di  lingkungan
pemerintah  daerah serta instansi lain  di  luar
pemerintah daerah sesuai dengan (ugas masing:
masing,

{3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing.

(4) Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terjadi penyimpangan,
pimpinan unit organisasi mengambil langkah-langkah
vang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(5) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bag
pelaksanaan tugas bawahannya.

(6) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-maging serta  menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya,



(7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagsi bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

(8) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib
menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja,

(9] Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, setiap

pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wajib
mengadakan rapat berkala,

Pasal 22

(1) Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub Koordinator
untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.

2) Bub Koordinator schagaimana dimaksud pada ayat (1}
adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat
fungsional yang ditunjuk.

(3) Tugas Sub Koordinator adalah membantu Qekretaris
dan Kepala Bidang dalam menyusun perencanan,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya
sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pagal 23

Jernjang jabatan dan kepangkatan serta  susunan
kepegawaian  diatur  sesuai  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 24

Jabatan Kepala Dinas, Sckretaris, Kepala Bidang, Hepala
Sub Bagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas
diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Pasal 25

(1) Dinas wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenig
jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja.

(2] Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis  jabatan
aparatur sipil negara scbagaimana dimaksud pada ayat
(1] dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas
kebutuhan.
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BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

(1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang
ditunjuk Sub Koordinator yang bcrasal dari Pejabat
Fungsional.

(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan mendayagunakan
Prjabat Fungsional sesuai dengan kompetens: yang
bersangkutan.

(3) Penunjukan Sub Koeordinator sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala
Dinas.

Pasal 27

(1] Dalam hal terjadi kekosongan Sub Koordinator, kepala
Minas menunjuk Sub Keordinator yang diutamakan
herasal dari Pejabat Fungsional di lingkungan kerjanya.

(2] Dalam hal di lingkungan kerja Dinas tidak terdapat
pejabat fungsional, maka Kepala Dinas menunjuk
Pelaksana Senior sebagai Sub Koordinator berdasarkan
kompetensi yang dibutuhkan

(3} Dalam hal Kepala Dinas akan menunjuk  Sub
Koordinator yang berasal dari luar lingkungan kerjanya,
maka Kepala Dinas mengusulkan kcpada Sekretaris
Daerah melalui perangkat daerah yang menangani
kepegawaian,

(4) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 2B

Penunjukan Sub Keordinator  sebagaimana dimaicsud
dalam Pasal 26 dan Pasal 27 disamping memperhatikan
kesesuaian  bidang  tugas dan  Tungsinya juga
mempertimbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian
kompetensi, kebutuhan jabatan, kinera, pengalaman
penugasan, integritas dan moralitas serta  persyaratan
pbyektif lainnya.

Pasal 29

Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh
Kepala Dinas.

Pazal 30

(1) Sub  Koordinator —mempunyai lugas membantu
Qekretaris dan Kepala Bidang dalam penyusunan
rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan
dan evaluasi, serta pelaporan lingkup tugas dan fungsi
unit kerjanya masing-masing.

(2) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
ayat (1) Sub Koordinator mempunyai  tugas

b



(3]

(1]

(<)

()

mengoordinasikan  pelaksanaan  tugas  kelompok
Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sub  Koordinator dapat diberi tugas melakukan
penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tupas Pejabal
Fungsional sesuai bidang tugas dan [ungsinya scsuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknig Dacrah
(UPTD) berdasarkan peraturan perundang-undangan,

Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sysunan organisasi, tugas dan fungsi scrta tata kera
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

.

Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai  Sub
Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati Kendal
MNomoar 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada
Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal dan Feraturan
Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2021 ientang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja pada Dinas Perindustrian, Koperasi,
Usaha Kecil, dan Menenpgah Kabupaten Kendal tetap
melaksanakan tugasnya sampai dilakukan penunjukan
Sub Koordinator kembali berdasarkan Peraturan Bupati
ni;

Pejabat Struktural yang ada tetap melaksanakan
tugasnya sampai dilakukan pelantikan Pejabat
Struktural berdasarlcan Peraturan Bupat ini;

Pelaksana di bawah Pejabat Fungsional yang ditunjuk
sebagai Sub Koordinator, tetap melaksanakan tugasnya
di bawah Pejabat Fungsional tersebut sampai dilakukan
pelantikan yang bersangkutan sebagai Pajabat
Fungsional; dan

Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas (e@ap
melaksanakan tugasnya di bawah Pejabat Pengawas
vang bersangkutan sampai dilantiknya Pejabat
Pengawas berdasarkan Peraturan Bupati ini,



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mula: berlaku, maka |

a. Peraturan Bupali Kendal Nomor 73 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021
MNomor 73}

b, ketentuan vang mengatur  mengenai  kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungst, serta tata kero
terkait bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
serta energi dan sumber daya rmincral sebagaimina
diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun
3021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata kerja pada Dinas Perindustrinn,
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor
74

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 34
Peraturan Bupati ini mulal  berlaku pada  tanggal

divndangkan.

Agar setiap orang mengetabuinya,  memi rintabikan
pengundangan Peraturan Bupati it dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal

Ditetapkan di Kendal
pada tangeal 31 Desember 2021

BUPATI KENDAL,
Cap tid
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd
MOH TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 101
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 100 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PADA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN KENDAL

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1, Bidang Perdagangan

1.1 Sub Koordinator Pengembangan, Promosi dan Distribusi Perdagangan
mempunyai LUgas :

d.

menyusun  rencana dan  program  keglatan Sub  Koordinator
Pengembangan, Promosi dan Distribusi Perdagangan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan LUgas,

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan cfektif dan efisien;

membagi  tugas bawahan sesuai  dengan jabatan  dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik sccars lisan
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

meneclaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai

lingkup tugasnya schbagai bahan atau pedoman  untuk
melaksanakan Kegiatan,

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaarn, dan naskah dinas scsuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan,

melaksanakan pemasyarakatan dan pencrapan norma, standar,
kriteria dan prosedur pada Sub Koordinator Pengembangan,
Promosi dan Distribusi;

menviapkan bahan penyusunan profil komoditi ekspor impor dan

komoditi potensial daerah serta penghimpunan pelaporan dala
realisasi ekspor impor

melakukan publikasi tentang kebijakan ekspor impor, jadwal
ruang kapal, peluang ekspor, fasilitasi pameran dan promosi
dagang, kampanya pencitraan produk cksport dan komodid
potensial junggulan daerah, baik di dalam negerl maupun luar
negeri, serta kegiatan lain di bidang ekspor impor;

melaksanakan promosi dagang dan misi dagang untuk produk
ckspor unggulan;
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k. menyviapkan bahan kampanye pencitraan produk ekspor dan

L1.
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kamaoditi potensial daerah;

menyiapkan kegiatan pemeéeriksaan lapangan dan  membual
rekomendasi/ kajian teknis izin Penpelolaan Pusat Perbelanjaan
dan Izin Usaha Toko Swalayan

menyiapkan kegiatan pemeriksaan lapangan dan  membual
rekomendasi/kajian teknis izin Surat Tanda Pendafltaran Waralaba
[STPW] untuk penerima waralaba dari waralaba dalam dan luar
NCECTi

menyiapkan kegiatan pemeriksaan lapangan dan sinkronisasi
berkaitan dengan Surat Keterangan Asal [SKA)

menyiapkan — bahan  pelaksanaan  kegiatan — monitoring,
menghimpun data perkembangan harga rata-rata dan stok barang
poukok/penting, barang umum dan strategis lainnya scrta kegiatan
operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga

melaksanakan monitoring harga barang penting/bersubsidi dalam
rangka pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis bidang
pengadaan dan distribusi perdagangan

menghimpun data perkembangan harga rata-rata bahan pokok /
penting dan barang umum lamnya dan dacrah lain sebagai bahan
pembanding dan sekalipus sebagai bahan informasi bagi pihak-
pihak yang memerlukan

menyiapkan kegiatan pemeriksaan lapangan fasilitasi penerbitan
Tanda Daftar Gudang;

menviapkan bahan pemeriksaan fasilitaz penyimpanan bahan
berbahaya dan pengawasan distribuzi, pengemasan dan pelabelan
bahan berbahaya;

menyviapkan bahan kajian  tcknis  pemberian  izin usaha
perdagangan di bidang perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan;

menyiapkan bahan pelaksanasn pengawasan, pengendalian dan
penegakan peraturan di bidang perdagangan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (S0P) kegiatan Sub Koordinator Pengembangan, Promos:
dan Distribusi  Perdagangan untuk peningkatan kualitas
pelayanan publik;

mclaksanakan pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan kegatan
Sub Koordinator Pengembangan, Promosi dan Distribusi
Perdagangan dengan cara meéengukur pencapalan program kerja
yvang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
larjur;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran Kerja pegawal dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun  laporan  pelaksanaan kegiatan Kepada pimpinan
sebagai wujud akuntabilites dan transparansi pelaksanaan

kegiatan;

J



aa, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

bb. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan scsuai dengan

tugas dan fungsi unit kerjanya.

1.2. Sub Keordinator Pengelolaan Pasar mempunyai tugas

A,

menyusun rencana dan program kegiatan Sub  Koordinator
Pengelolaan Pasar berdasarkan pératuran perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya scbagai pedoman
pclaksanaan tugas,;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan lugas
berjalan efektif dan efisien;

membagi tupas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkast
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, scria dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan scsuai
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman  untuk
melaksanakan kegiatan,;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknmis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup tugasnya guna
mendukung kelanearan pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan pemasyarakatan dan penerapanan standar, norma
pedoman dan prosedur di Sub Koordinator pengelolaan pasar;

menyiapkan bahan rekomendasi perizinan kios, los/dasaran dan
pemanfaatan  fasilitas  pendukung pasar sesuai peraturan
perundang-undangan;

memberikan pelayanan/intensifikasi perpanjangan pemanfaatan
kios/los pasar serta izin lain yang berada di lingkungan pasar
untuk memantau pedagang pasar sesuai peraturan-perundang
undangan;

menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pasar
daerah untuk mendukung kenyamanan proses jual beli di pasar
dan mewujudkan lingkungan pasar yang bersih, rapi, indah dan
Aman;

melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan fasilitasi pasar untuk
mendukung ketertiban dan keamanan pasar, penyediaan sarana,
dan prasarana pasar serta pembenahan sedang dan berat;

melaksanakan intensifikasi, pengendalian retribusi, penagihan
dan pembukuan dalam rangka optimalisasi retribusi pasar sebagai
upaya pembinaan pendapatan dalam rangka optimalisasi retribust
pasar,

melaksanakan pengaturan dan pembinaan ketertiban kepada
pedagang pasar agar penempatan pedagang dan penempatan

4



barang dagangan dapat tertib dan rapi sesuai dengan kebijakan
yvang telah ditetapkan;

menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan sarana prasarana kebersihan, pemeliharaan seria
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah dalam rangka
penanganan masalah kebersihan secara efektf dan efisien;

melaksanakan koordinasi dengan instansi  ferkait dalam
melaksanakan pembinaan dan ketertiban PKL agar terjalin kerja
sama yang baik dalam menjalankan Peraturan Daerah (Perda)
tentang PKL;

menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi peraturan
perundang-undangan/produk  hukum di  bidang perpasaran
kepada pedagang, paguyuban pedagang, dan masyarakat lainnya;

menyiapkan bahan penyusunan data profil pasar daerah dan
sistem informasi perdagangan lainnya yang dikembangkan oleh
pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemernntah dacrah;

menyviapkan bzhan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Pengelolaan Pasar dem|
perbaikan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Sub Koordinator Pengelolaan Pasar dengan cara mengukur
pencapaian program kerja wvang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawshan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanks:;

menyusun laporan  pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan
kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangen kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan,; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan

tugas dan Mungsi unit kerjanya.

1.3. Sub Koerdinator Pengawasan, Kemetrologian, dan Energi Sumber Daya
Mincral mempunyal tugas:

&

menyusun  rencana dan program  kegiatan Sub  Keordinator
Pengawasan, Kemetrologian, dan Encrgi Sumber Daya Mineral
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tgas
berjalan efektif dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instans: [erkail
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
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masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan Sesual
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanalkan kegiatan,

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan,

menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan
serta meclaksanakan penyvuluhan/ pembinaan pengawasan
kemetrologian,

melaksanakan pengawasan dan menginventarisic barang yang
heredar di pasar sebagali bahan bimbingan dan evaluasi serta
melaporkan hasil pemantauan barang dalam rangka perlindungan
konsumen;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penggunaan alat
ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) dan barang
dalam kemasan tertutup (BDKT);

melaksanakan pengawasan dan fasilitasi penyidikan terhadap
pelaku tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal [UUML)
serta memfasilitasi penvelesaian sengketa perlindungan Xonsumen
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

memfasilitasi pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, pelatiban,
bantuan teknis, pemberian informasi dan promosi di bidang energ:
dan sumber daya mincral yang diselenggarakan cleh kementerian
dan atau pemerintah provinsi;

memfasilitasi pendampingan, pengawasan dan pengendahan
teknis terhadap kegiatan pengelolaan bidang energi dan sumber
daya mineral di Daerah sesuai permintaan dari pemerintah pusat
atau pemerintah provinsi,

menyiapkan bahan rekomendasi perizinan usaha di bidang air
tanah sesual permintaan dari pemerintah pusat atau pemerintah
provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

menyiapkan bahan informasi dan mengusulkan pengembangan
potensi dan teknologi di bidang energi dan sumber daya mineral
kepada pemerintah pusat atau provinsi,

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP] kegiatan Sub Koordinator Kemetrologian, dan
Energi Sumber Daya Mineral demi perbaikan kualitas pelayanan
publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegialan
Sub Koordinator Kemetrologian, dan Energi Sumber Daya Mineral
dengan cara mengukur pencapaian program ketja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjug

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan
keglatan;

&
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menvampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
langar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

2, Bidang Koperas
2.1. Sub Koordinator Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas :

f.

menyusun  rencana dan program  kegiatan Sub  Koordinator
Kelembagaan dan Usaha Koperasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan  hasil evaluasi kegiatan tahun
schelumnya sebagail pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalai pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien;

membagi  tugas bawahan sesual  dengan  jabatan  dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan  informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelagh dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai

lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan,

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan
pelatihan [/ bimbingan tcknis administrasi organisasi, usaha dan
kelembagaan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

mengadakan  pembinaan  tcknis/penyuluhan  kelembagaan
koperasi secara berkala agar diperoleh hasil sesual dengan
kebijakan yang telah ditetapkan;

mengadakan pemeringkatan koperasi untuk mengukur kinera
suatu koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

memfasilitasi pengesahan Akte Pendirian Koperasi/Badan Hukum,
perubahan Akta/Anggaran Dasar, penggabungan dan pembubaran
koperasi serta pengembangan Unit Usaha Koperasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi perizinan
usaha simpan pinjam koperasi dan unit usaha simpan pinjam
koperasi sesuai denpgan peraturan perundang-undangan;

memfasilitasi  pembukaan kantor cabang, kantor cabang
pembantu, dan kantor kas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
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m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (S0OP] kegiatan Sub Koordinator Kelembagaan dan Usaha
Koperasi demi perbaikan kualitas pelayanan publik;

n, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Sub Koordinator Kelembagaan dan Usaha Koperasi dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

o, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagai wujud akuntabilites dan transparansi pelaksanaan
kegiatan,

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesua dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

2.2, Bub Koordinator Pengawasan Koperasi mempunyal rincian tugas ;

H.

h.

menyusun rencana dan program kegiatan Sub  Koordinator
Pengawasan Koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebapai pedoman
pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan
efektif dan efigien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya
serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonigsasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugesnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan:

menyiapkan bahan penyusunan  petumjuk  teknis,  petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup tugasnya  guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menerima  pengaduan dan  melaksanakan  klarifikasi  atas
kasus,/dugaan penyimpangan yang terjadi pada koperasi;

melaksanakan kajian dan analisis terhadap dugaan/laporan kasus
koperasi serta menyiapkan konsep pemecahan masalah scbagai
bahan pengambilan kebijakan atasan;

melakzanakan pengawsasan dan pemeriksaan atas fungsi, peran dan
prinsip koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

menyusun/dan merekap temuan hasil kegiatan pengawasan koperasi
sebagai bahan penyusunan laporat;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi laporan keuangan koperasi,

4
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menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi untuk mengetahul
kelayakan suatu koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam
koperasi;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Pengawasan Koperasi demi
perbaikan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub
Koordinator Pengawasan Koperasi dengan cara mengukur pencapaian
program kerja vang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan
tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan  berdasarkan
gasaran kerja pegawal dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wijud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

menvampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan bailk lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar
serte untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sub Keordinator Fasilitasi dan Kemitraan Koperasi mempunyai rincian
tugas :

o,

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Fasilitasi
dan Kemitraan Koperasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebclumnya secbagm
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektifl dan cfisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya
serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisas
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lngkup tugasnys guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan,

mengadakan penyuluhan teknis di bidang pengelolaan koperas:
simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

memfasilitasi pembiayaan kegiatan koperasi simpan pinjam dan unit

simpan pinjam koperasi agar pelaksanaan usaha koperasi berjalan
gesuail dengan perencanaan;



memfasilitasi kegiatan kemitraan dan investasi/modal penvertaan di
bidang koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi
sesuai peraturan perundang-undangan;

memfasilitasi kerja sama antar koperasi dan antara koperasi dengan
lembaga non koperasi, serta upays pengembangan KersjLAn
koperasi,

melaksanakan fasilitasi pelaksanaan modernisasi kopersasl, Sesual
dengan perkembangan teknelogl informasi dan aturan perundang-
undangan yang berlaku,;

menyiapkan bahan dan menyusun kKonsep Standar Uperasional
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Keordinator Fasilitazsi dan kemitraan
Koperasi demi perbaikan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub
Koordinator Fasilitasi dan  Kemitraan Koperasi dengan cara
mengukur pencapaian program kerja vang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesual ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi,

menyvusun laporan pelaksanaan kegiatun kepada pimpinun sihipai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegratan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan
maupun fertulls berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar
serta untuk menghindari penyimpangan, dan

melaksanskan tugas kedinasan lain dan pimpinan sesual dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya

3. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
3.1, 8uh Koardinator Pengembangan Usaha Mikro mempunyan tugas |

.

«l

menyusun rencana dan  program  kegiatan  Sub Keordinator
Pengembangan Usaha Mikro berdasarkan peraturan perundang:
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sehaga
podoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pclaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabalan dan kompetensinya
gorta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis gund
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkail
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informeast,
masukan, serta dalam rangka sinkronisas: dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan  sesual

lingkup tugasnya sebagal bahan atau pedoeman untuk meliksanakan
kegiatan;

menyidpkan bahan  penyusunan  pelunjuk  leknis,  petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup tugasnya pEuna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

ol
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melaksanakan kajian dan peneliian untuk merencanakan dan
menyiapkan pengembangan usaha mikro;

menyusun data/informasi kegiatan pengembangan usaha mikro
sesuai hasil penelitian dan pedoman yang berlaku untuk bahan
pengambilan keputusan atasan;

memfasilitasi sarana usaha guna mendorong pertumbuhan dan
pengembangan usaha mikro;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan
guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan usaha mikro;

menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan pengembangan kewirausahaan serta menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar COperasional
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Pengembangan Usaha
Mikro demi perbaikan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub
Koordinator Pengembangan Usaha Mikro dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan
dan kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan
sagaran kerja pegawsal dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagal
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan,
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan

maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar
gerta untuk menghindari penyimpangan; dan

meclaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesua: dengan
rugas dan fungsi unit kerjanya.

3.2. Sub Koordinator Perlindungan Usaha Mikro mempunyai tugas:

a.

menyusun rencana Jdan  program kegiatan Sub  Koordinator
Perlindungan Usaha Mikro berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya scbagal
pedoman pelaksanaan tugas,

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien,;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinys
serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkair
baik wvertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesual

lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;
i
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menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup lugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan monitoring dan menginventarisir permasalahan-
permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan usaha mikro
kecil dan menegah serta menyiapkan bahan pemecahan masalah;

melaksanakan bimbingan teknis maupun administrasi di bidang
perlindungan usaha mikro secara langsung maupun tidak langsung
untuk meningkatkan kinerja dan volume usaha bagi usaha mikro;

menyusun  data/informasi perlindungan usaha mikre kecil dan
menegah sesuai hasil penelitian dan pedoman yang berlaku untuk
bahan pengambilan kebijakan atasan;

melaksanakan fasilitasi perlindungan usaha mikro guna memberikan
kepastian ussha dan persaingan usaha yang sehat;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi perizinan
dan kegiatan usaha pengembangan jaringan pemasaran sesuai
dengan persyaratan yang ditentukan dan peraturan perundang-
undangan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Usaha Mikro
demi perbaikan kualitas pelayanan publik;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub

Koordinator Perlindungan Usaha Mikro dengan cara mengukur
pencapatan program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan
dan kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagal
wujud akuntahilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar
serta untuk menghindari penyimpangan;, dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sub Koordinator Fasilitasi dan Kemitragn Usaha Mikro mempunyai
tugas !

&,

b,

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Fasilitas]
dan Kemitraan Usaha Mikro berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya scbagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan Kompetensinya
serta memberikan arahan baik secara lisan meaupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas,

0
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melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik wvertikal maupun horizontal ontuk mendapatkan informasi,
masukan, secrta dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas,

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan scsual
lingleup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tekmis, petunjuk
pelaksanaan, dJdan naskah dinas sesual lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan;

menyusun pedoman dan petunjuk  pelaksanaan  fasilitasi dan
kemitraan uvsaha mikro =Sesual dengan peraiuran perundang-
undangan yvang berlalu guna kelancaran pelaksanaan tugas;

menginventarisir  permasalah-permasalahan  yang berhubungan
dengan kegiatan fasilitasi kemitraan usaha mikroe serta menyiapkan
konsep pemecahan masalah;

menyusun konsep peluang investasi usaha pengembangan jaringan
pemasaran berdasarkan kebijakan atasan dan peraturan perundang-
undangan vang berlaku sebagai bahan penyusunan profil investasi
Kabupaten Kendal;

menyusun data/informasi usaha pengembangan jaringan pemasaran
sesual hasil penelitian dan pedoman yang berlaku untuk bahan
pengambilan kebijakan;

memfasilitasi kegiatan kemitraan usaha mikro kecil dan menegah
sesual peraturan perundang-undangan;

melaksanakan fasilitasi pembiayaan/akses permodalan bagi pelaku
usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan;

. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional

Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Fasilitasi Dan Kemitraan
Usaha Mikro demi perbaikan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksansan kegiatan Sub
Koordinator Fasilitasi dan Kemitraan Usaha Mikro dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan lapuran dan kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan
zasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pcmberian penghargaan dan sanksi,

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wijud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar
serta untuk menghindari penyimpangan; dan

., melaksanakan tugas Kedinasan lain dar pimpinan scsuai dengan

tugas dan fungsi unit Kerjanya.
BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M. GANINDUTO



